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Mengingat

BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
sekaligus untuk mewujudkan komitmen dan kesepakatan
antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Bupati atas
kinerjanya berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan, diperlukan pengaturan
Penyusunan Perjanjian Kinerja yang ringkas dan tegas
sebagai Pedoman;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 19650 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);




Menetapkan

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerabh;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,;

MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN PERJANJIAN
KINERJA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Bupati adalah Bupati Pamekasan.

Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah selaku pengguna anggaran/barang meliputi
Sekretariat Daerah beserta unit kerja (Bagian), Sekretariat
DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Badan,
Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah) dan Kecamatan.
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan
dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah
direncanakan.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang
menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai
dengan tugas fungsi serta mandate (core business) yang
diemban.




BAB II
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
Pasal 2

(1) Perjanjian Kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten
merupakan dokumen yang wajib disusun untuk
mewujudkan komitmen Bupati dan kesepakatan antara
Pimpinan SKPD bersama Bupati atas kinerja yang terukur
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya
yang tersedia dalam jangka waktu 1 (satu) tahun masa
anggaran berkenaan yang terdiri dari :

a. Perjanjian Kinerja Kabupaten adalah Perjanjian Kinerja
yang ditandatangani Bupati;

b. Perjanjian Kinerja SKPD adalah Perjanjian Kinerja di
tingkat SKPD dan Unit Kerja yang disusun oleh Pimpinan
SKPD/Unit Kerja kemudian ditandatangani oleh Bupati
dan Pimpinan SKPD/Unit Kerja.

(2) Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja menyajikan
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-
hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa
mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Pasal 3

Waktu penyusunan Perjanjian Kinerja adalah setelah Pemerintah
Kabupaten dan SKPD menerima dokumen pelaksanaan

anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran
disahkan.

Pasal 4

(1) Perjanjian Kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu
Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian
Kinerja.

(2) Secara rinci format Perjanjian Kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 5

Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

a. sebagai wujud nyata komitmen Bupati serta SKPD dengan
Bupati untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja Aparatur;

b. menciptakan tolok wukur Kkinerja dan evaluasi kinerja
Pemerintah Daerah dan SKPD pada tahun anggaran
berkenaan;

c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran SKPD tahun anggaran berkenaan; dan

d. sebagai dasar bagi Bupati/Wakil Bupati untuk melakukan
monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/
kemajuan kinerja SKPD.




Pasal 6

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal

terjadi kondisi sebagai berikut :

a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat; _

b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian
tujuan dan sasaran (perubahan program, Kkegiatan dan
alokasi anggaran);

c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara
signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pasal 7

Pimpinan SKPD wajib menyusun, memperhatikan,
melaksanakan dan menjadikan Perjanjian Kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan sumber daya yang
tersedia dengan sebaik-baiknya.

BAB III
PENUTUP
Pasal 8
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah SKPD masing-masing.

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Januari 2016

AMEKASAN,

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH

A'.
.

YN PAM]’EKASAN,

ALWI i

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR 2




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN
PERJANJIAN KINERJA

FORMAT PERNYATAAN
PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan : Bupati Pamekasan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.




CONTOH FORMULIR LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
KABUPATEN PAMEKASAN

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

1) Pada kolom (1)diisi no urut;

2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah daerah atau kondisi
terakhir yang seharusnya terwujudpada tahun yang bersangkutan;

3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari
Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin
diwujudkan;

4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapaiatau seharusnya
dicapaioleh Pemerintah Daerah;

5) Pada kolom Program diisi dengan nama program Pemerintah Daerah yang terkait
dengan sasaran yang akan dicapai;

6) Pada kolom Anggarandiisi dengan besarananggaran yang dialokasikan untuk
mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.




FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :

Jabatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Jabatan : Bupati Pamekasan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pamekasan,

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,




CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Keterangan

Pamekasan,

Bupati Pamekasan Pimpinan SKPD,

000000000000000000000000000000000

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Pada kolom (1) diisi no urut;

Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai Renstra atau kondisi
terakhir yang seharusnya terwujudpada tahun yang bersangkutan;

Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dariSKPD
yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;

Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya
dicapaioleh SKPD pada tahun tersebut;

Pada kolom Programdiisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran
strategis;

Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada
program tersebut.

Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting,
misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN Dekonsentrasi atau tugas
pembantuan) dan hal penting lainnya.

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII




